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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah pemberian bantuan
timbal balik dalam masalah pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietnam dan bagaimanakah penolakan bantuan
timbal balik dalam masalah pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietham di mana dengan metode penelitian
hukum normatif disimpulkan: 1. Pemberian
bantuan timbal balik dalam masalah pidana
antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietnam diantaranya pencarian dan
pengidentifikasian orang dan barang;
pemeriksaan barang dan lokasi, penyampaian
dokumen, termasuk dokumen untuk
mengupayakan kehadiran orang; penyediaan
informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti,
penyediaan dokumen asli atau salinan resmi
yang relevan, catatan, dan barang bukti,
penyediaan barang, termasuk peminjaman
barang bukti, penggeledahan dan penyitaan,
pengambilan barang bukti dan keterangan dan
bantuan timbali balik dalam masalah pidana
lainnya. 2. Penolakan bantuan timbal balik
dalam masalah pidana antara Republik
Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
dilakukan apabila menurut pandangan Pihak
Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud
akan mengganggu kedaulatan, keamanan,
ketertiban umum, atau kepentingan umum dan
permintaan terkait dengan tindak pidana yang
tersangkanya telah dinyatakan tidak bersalah
atau diampuni serta permintaan terkait dengan
suatu penuntutan terhadap seseorang atas
tindak pidana yang telah dijatuhi putusan yang
berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: bantuan timbal balik;
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengaturan hukum mengenai pemberian
bantuan timbal balik dalam masalah pidana
antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietnam dan penolakan bantuan timbal balik
dalam masalah pidana, dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak
yang membuat perjanjian, untuk melaksanakan
pemberian bantuan timbal balik dalam masalah
pidana dan juga dapat melakukan penolakan
bantuan apabila permintaan dimaksud akan
mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban
umum, atau kepentingan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah  pemberian  bantuan
timbal balik dalam masalah pidana
antara Republik Indonesia dan Republik
Sosialis Vietnam?

2. Bagaimanakah penolakan bantuan timbal
balik dalam masalah pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietnam?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini yang digunakan
dalam penulisan ini merupakan metode
penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN
A. Pemberian Bantuan Timbal Balik Dalam

Masalah Pidana Antara Republik Indonesia

Dan Republik Sosialis Vietham

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2015 Tentang Pengesahan perjanjian
Bantuan timbal balik dalam masalah Pidana
Antara Republik indonesia dan Republik Sosialis
Viet Nam (Treaty On mutual legal assistance in
criminal matters Between the Republic Of
Indonesia and The Socialist Republic of Viet
Nam). Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 277.

Pasal 1. Mengesahkan Perjanjian Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet
Nam (Treaty on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters between the Republic of
Indonesia and the Socialist Republic of Viet
Nam) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni
2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya
dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan
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bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini. Pasal 2. Undang-Undang ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Pengesahan perjanjian Bantuan timbal balik
dalam masalah Pidana Antara Republik
indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam
(Treaty On mutual legal assistance in criminal
matters Between the Republic Of Indonesia and
The Socialist Republic of Viet Nam). Beberapa
bagian penting dalam Perjanjian Bantuan
Timbal Balikd alam Masalah Pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet
Nam, antara lain:

1. Bantuan hukum timbal balik dapat berupa:

a. pencarian dan pengidentifikasian orang

dan barang;

b. pemeriksaan barang dan lokasi;

b. penyampaian dokumen, termasuk
dokumen untuk mengupayakan
kehadiran orang;

a. penyediaan informasi, dokumen, catatan,
dan barang bukti;

b. penyediaan dokumen asli atau salinan
resmi yang relevan,catatan, dan barang
bukti;

c. penyediaan barang,
peminjaman barang bukti;

d. penggeledahan dan penyitaan;

e. pengambilan barang bukti dan
keterangan;

f. penghadiran orang yang ditahan untuk
memberikan kesaksian atau membantu
penyidikan, penuntutan, penyelesaian
perkara di pengadilan, atau proses
hukum pidana lainnya pada
PihakPeminta;

g. pemfasilitasan kehadiran saksi atau
bantuan orang dalam proses penyidikan;

h. pengupayaan dalam penelusuran,
pemblokiran, pembekuan,penyitaan,
perampasan, dan pengembalian hasil
dan/atau sarana tindak pidana; dan

i. bentuk bantuan lain yang tidak dilarang
berdasarkan hukum Pihak Diminta.

termasuk

2. Perjanjian ini berlaku juga untuk setiap
permintaan bantuan timbal balik terkait
dengan perbuatan ataupun pembiaran
tindak pidana yang dilakukan sebelum
berlakunya Perjanjian ini.

3. Bantuan juga dapat diberikan terkait dengan
penyidikan,  penuntutan, penyelesaian
perkara di pengadilan, atau proses hukum
lainnya terkait dengan tindak pidana
perpajakan, bea cukai, dan pengawasan
valuta asing atau setiap masalah
penghasilan lainnya.

4. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak
memberikan hak apapun kepada
perseorangan untuk memperoleh, menolak,
atau mengesampingkan  bukti  atau
menghalangi pelaksanaan permintaan
bantuan.

5. Pengecualian
a. Perjanjian ini tidak berlaku untuk:

1) penangkapan atau penahanan orang
untuk  tujuan  ekstradisi  orang
tersebut;

2) pemindahan terpidana untuk
menjalani hukuman; dan

3) pemindahan proses hukum dalam
masalah pidana.

b. Perjanjian ini tidak memberikan hak
kepada salah satu Pihak untuk
melakukan penerapan yurisdiksi dan
pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara
eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak
lain di wilayah Pihak lainnya menurut
hukum nasionalnya.

Hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang bersangkutan.® Kejahatan adalah
perbuatan pidana yang berat. Ancaman
hukumannya dapat berupa hukuman denda,
hukuman penjara, hukuman mati dan
kadangkala masih ditambah dengan hukuman
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan
hak-hak tertentu serta pengumuman
keputusan hakim.®

SYulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009,
him. 60.

6 Ibid.
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Pada dasarnya tindak pidana adalah
perbuatan atau serangkaian perbuatan yang
padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan
demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat
dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak
pidana, sedangkan sifat-sifat orang vyang
melakukan tindak pidana tersebut menjadi
bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung
jawaban pidana.’

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya
lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir
dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita
hukum nasional yaitu memiliki undang-undang
hukum acara pidana baru yang memiliki ciri
kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.2

Sumber utama Hukum Acara Pidana di
Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sebuah
kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara
konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya
berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga
terdapat asas-asas hukum acara pidana.
Sebagai sebuah “lex generalis” di bidang hukum
KUHAP juga berlaku terhadap semua proses
hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-
undang hukum pidana khusus kecuali dalam
“lex specialist” tersebut diatur lain. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada
hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara
pidana®

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada
tindak pidana atau peristiwa pidana atau
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang. Berbeda dengan perkara
perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan
perkara diambil oleh orang-orang yang merasa
dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif
untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh
negara. Mengajukan perkara pidana di
pengadilan karena adanya tindak pidana atau

’Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori
Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana), Kencana, Jakarta, 2006, him. 15.

8Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum
Acara Pidana, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, him. 7.

SIbid, him. vii.
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kejahatan. Diketahuinya terjadinya tindak

pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir

19 KUHAP);

2. Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);

3. Karena Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau
cara lain sehingga penyidik mengetahui
terjadinya delik, seperti baca di surat kabar,
dengar di radio, dengar orang bercerita dan
lain-lain.1°
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum

Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur

tentang bagaimana cara alat-aalat

perlengkapan pemerintah melaksanakan
tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan,
oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus
dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok
orang yang melakukan perbuatan pidana.'!

Perbedaan dengan hukum pidana adalah

hukum pidana merupakan peraturan yang

menentukan tentang perbuatan yang tergolong
perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang
harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat
dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan
pidana yang dapat dihukum dan macam-
macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada
pelaku perbuatan pidana.t?

Adapun asas tersebut antara lain adalah :

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang
di muka hukum dengan tidak mengadakan
pembedaan perlakuan.

b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan
dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan
perintah tertulis oleh pejabat yang diberi
wewenang oleh undang-undang dan hanya
dalam hal dan dengan cara yang diatur
dengan undang-undang,

c. Setiap orang vyang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di
muka sidang pengadilan, wajib dianggap
tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang dan atau

19Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, Hukum Acara
Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2004, him. 11.

11yulies Tiena Masriani, Op.Cit, him. 82.

12 1bid.
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karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan wajib diberi ganti
kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat
penyidikan dan para pejabat penegak
hukum, yang dengan sengaja atau karena
kelalaiannya menyebabkan asas hukum
tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan
atau dikenakan hukuman administrasi.

e. Peradilan yang harus dilakukan dengan
cepat, sederhana dan biaya ringan serta
bebas, jujur dan tidak memihak harus
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh
tingkat peradilan.

f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib
diberi kesempatan memperoleh bantuan
hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas
dirinya.

g. Kepada seorang tersangka, sejak saat
dilakukan penangkapan dan atau penahanan
selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar
hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga
wajib diberitahu haknya itu termasuk hak
untuk menghubungi dan minta bantuan
penasihat hukum.

h. Pengadilan memeriksa perkara pidana
dengan hadirnya terdakwa.

i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah
terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang
diatur dalam undang-undang.

j. Pengawasan pelaksanaan putusan
pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan
oleh ketua pengadilan negeri yang
bersangkutan.®
Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk

kepada aparat penegak hukum bagaimana

prosedur untuk mempertahankan hukum
pidana materiil, bila ada seseorang atau
sekelompok orang vyang disangka/dituduh
melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana
disebut hukum formil (formeel Strafrecht)
sedang hukum pidana disebut hukum Pidana

Materil (Materieel Strafrecht), jadi kedua

hukum tersebut mempunyai hubungan yang

sangat erat. Hukum Acara Pidana mempunyai
tugas untuk:**

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran
materiil;

13 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
14 Yulies Tiena Masriani, Op.Cit. him. 82.

2. Memperoleh keputusan oleh hakim
tentang bersalah tidaknya seseorang
atau sekelompok orang yang
disangka/didakwa melakukan perbuatan
pidana;

3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti
bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata
menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi
lebih  menitikberatkan pada proses dari
pertanggungjawaban seseorang atau
sekelompok orang vyang diduga dan/atau
didakwa telah melakukan perbuatan pidana.
Tujuan hukum acara pidana sangat erat
hubungannya dengan tujuan hukum pidana,
yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman,
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan
masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang
rincian perbuatan yang termasuk perbuatan
pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat
dihukum dan macam-macam hukuman yang
dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum
pidana, sebaliknya hukum acara pidana
mengatur bagaimana proses yang harus dilalui
oleh aparat hukum dalam rangka
mempertahankan hukum pidana materiil
terhadap pelanggarnya.’®

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui
bahwa kedua hukum tersebut saling
melengkapi, karena tanpa hukum pidana,
hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya
tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga
tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai
dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara
pidana adalah mendapatkan kebenaran
materiil, putusan hakim dan pelaksanaan
putusan hakim.!®

Di bidang hukum acara pidana bertujuan,
agar masyarakat dapat menghayati hak dan
kewajibannya dan agar dapat dicapai serta
ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan
wewenang masing-masing ke arah tegak
mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan
yang merupakan pengayoman terhadap
keluhuran harkat serta martabat manusia,
ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya
Republik Indonesia sebagai negara hukum

15 Ibid, him. 82-83.
16 Ibid, him. 83.
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sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945."

Tahapan peradilan pidana terdiri dari:
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan
dilakukan sesuai dengan tahapan peradilan
pidana, sebagai prosedur hukum acara pidana
yang Dberlaku, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk
kepada aparat penegak hukum bagaimana
prosedur untuk mempertahankan hukum
pidana materiil, bila ada seseorang atau
sekelompok orang vyang disangka/dituduh
melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana
disebut hukum formil (formeel Strafrecht)
sedang hukum pidana disebut hukum Pidana
Materil (Materieel Strafrecht), jadi kedua
hukum tersebut mempunyai hubungan yang
sangat erat.’®

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas
untuk:*®
1. Mencari dan mendapatkan kebenaran

materiil;

2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang
bersalah tidaknya seseorang atau
sekelompok orang yang disangka/didakwa
melakukan perbuatan pidana;

3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti
bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata
menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi
lebih  menitikberatkan pada proses dari
pertanggungjawaban seseorang atau
sekelompok orang yang diduga dan/atau
didakwa telah melakukan perbuatan pidana.®

Hukum yang baik mengondisikan
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum
sesuai dengan martabat manusia. Dengan
mematuhi hukum vyang baik, kebebasan
seseorang tidak hilang dan karenanya
martabatnya sebagai manusia pun tidak
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran
martabatnya karena ia menyadari dan
memahami apa vyang ditaatinya. Dalam
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk

Yipid..
18Yylies Tiena Masriani, Op. Cit, him. 82.
19/pid.
20/pid.

Lex Crimen Vol. X/No. 6/Mei/2021

menaati  hukum demi  pengaktualisasian
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi
sosial dengan orang lain.??

Dengan demikian adanya tata tertib hukum,
sesungguhnya merupakan kepentingan objektif
seluruh warga masyarakat. Di mana ada
masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum
ini  ditujukan pada perbuatan konkret,
perbuatan lahiriah atau perbuatan vyang
seharusnya terjadi dan disebut perbuatan
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan
yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan
menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan
hukum adalah kehendak dan pernyataan
kehendak yang sengaja menimbulkan akibat
hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena
ia dengan sengaja melanggar norma hukum
yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu
yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini
suatu peristiwa konkret itu harus menjadi
peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh
hukum dihubungkan dengan akibat hukum.?

Arti dan tujuan kehidupan bermasyarakat
ialah mencari dan mewujudkan ketentraman
atau ketertiban: vyaitu kehidupan bersama
antara sesama anggota masyarakat yang
dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur
dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan
masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan
tertib dan lancar, agar dapat terwujud tata
pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satu cara
yang dapat ditempuh oleh masyarakat ialah
dengan jalan menegakkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan
sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum
yang telah disepakati. Kalau begitu secara garis
besar fungsi hukum dan aparat penegak
hukum, pada umumnya bertujuan:®

B. Penolakan Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana Antara Republik Indonesia
Dan Republik Sosialis Vietham
Kerjasama internasional adalah kerjasama

yang melibatkan negara- negara di seluruh

dunia atau sebagian besar dari negara di dunia.

Kerjasama Internasional ini siaftnya umum,

2INuh Muhammad, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia,
Bandung, 2011.him. 199.

22 |bid, him. 199-120.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan
Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi
Kedua, Cetakan Ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta,
Agustus, 2010, him. 75-76.

117



Lex Crimen Vol. X/No. 6/Mei/2021

tidak terikat pada jumlah anggota, asal negara,
rasa senasib sepenanggungan, atau syarat-
syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional
ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah
tertentu, bahkan ketika negara semakin banyak
yang bergabung, hal itu akan semakin baik,
sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama
internasional merupakan kerjasama yang
dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada
persyaratan khusus mengenai asal negara
anggota tersebut.?

Pengertian kerjasama Internasional secara
umum adalah kerjasama yang dilakukan antar
negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan
rakyat dan kepentingan yang lain dengan
berpedoman pada politik luar negeri masing-
masing. Ada banyak sekali kerjasama
internasional yang telah ada di seluruh dunia,
dan masing- masing kerjasama tersebut
memiliki tujuan dan maksudnya masing-masing,
namun ada beberapa hal yang biasanya
menjadi poin penting kerjasama internasional
dan poin- poin ini menjadi bagian dari hasil
kerjasama internasional tersebut.?

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Pengesahan perjanjian Bantuan timbal balik
dalam masalah Pidana Antara Republik
indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam
(Treaty On mutual legal assistance in criminal
matters Between the Republic Of Indonesia and
The Socialist Republic of Viet Nam), mengatur
mengenai penolakan bantuan timbal balik
dalam masalah Pidana.

Penolakan Bantuan permintaan bantuan
hukum tidak dikabulkan jika:

1) menurut  pandangan pihak  diminta,
pelaksanaan permintaan dimaksud akan
mengganggu kedaulatan, keamanan,
ketertiban umum, atau kepentingan umum;

2) permintaan terkait dengan tindak pidana
yang tersangkanya telah dinyatakan tidak
bersalah atau diampuni;

3) permintaan terkait dengan suatu
penuntutan terhadap seseorang atas tindak
pidana yang telah dijatuhi putusan yang
berkekuatan hukum tetap;

24https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama

Internasional: ~ Pengertian, Tujuan, Manfaat dan
Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42.
2 |bid.

4) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk
meyakini bahwa permintaan bantuan
hukum timbal balik diajukan dengan tujuan
untuk menuntut orang vyang diminta
berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan,
suku, pandangan politik, atau orang tersebut
akan mendapatkan perlakuan tidak adil
dalam proses peradilannya dengan alasan
tersebut;

5) Pihak Peminta tidak dapat memberikan
jaminan bahwa bantuan yang dimintakan
tidak akan digunakan untuk tujuan selain
yang tercantum dalam permintaan tanpa
persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta;

6) Pihak Peminta tidak dapat memberikan
jaminan untuk pengembalian bukti yang
telah diperoleh berdasarkan permintaan
bantuan hukum sesuai dengan Perjanjian
ini;

7) permintaan terkait dengan penyidikan,
penuntutan, atau penghukuman terhadap
seseorang atas suatu tindakan atau
pembiaran yang jika terjadi pada Pihak
Diminta, bukan merupakan suatu tindak
pidana menurut hukum nasional Pihak
Diminta,kecuali  Pihak Diminta dapat
memberikan  bantuan tanpa adanya
kriminalitas ganda jika dimungkinkan oleh
hukum nasionalnya;

8) permintaan terkait dengan penuntutan
terhadap seseorang atas tindak pidana
dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat
dituntut lagi dengan alasan daluwarsa
apabila tindak pidana tersebut telah
dilakukan dalam yurisdiksi Pihak
Diminta;dan

9) permintaan terkait dengan suatu tindak
pidana yang hanya dapat dihukum
berdasarkan hukum militer atau suatu
tindak pidana yang bersifat politik.
Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan

penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam

hal melaksanakan jurisdiksi (kewenangan)

secara eksklusif di wilayahnya, yang mana di

dalam wilayah tersebut negara memiliki

kewenangan penuh untuk melaksanakan dan
menegakkan hukum nasionalnya (exercise and
enforce law). Hal ini menandakan bahwa setiap
individu yang mendiami suatu wilayah tertentu
haruslah tunduk dan patuh kepada kekuasaan
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hukum dari negara yang memiliki wilayah

tersebut.?®

Hukum Internasional memberikan hak dan
wewenang kepada semua negara untuk
menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda
serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah
negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa
setiap negara berhak untuk merumuskan hal
ikhwal lalu lintas antar negara baik orang,
benda maupun perbuatan yang terjadi di
wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas
antar negara yang menyangkut orang di suatu
wilayah negara, termasuk urusan keimigrasian
yang berlaku di setiap negara memiliki sifat
universal maupun kekhususan masing-masing
negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan
kenegaraannya.?”

Pengertian kerjasama internasional adalah
kerjasama yang dilakukan antara satu negara
dengan negara lainnya, dengan memiliki tujuan
bersama dan saling menguntungkan namun
tetap berpedoman dengan politik, dan ekonomi
dari negara-negara yang menjalin kerjasama.
Biasanya kerjasama internasional meliputi
beberapa bidang, mulai dari kerjasama
dibidang ekonomi, pertahanan, pendidikan,
teknologi  serta keamanan. Kerjasama
internasional juga dilakukan berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh
negara yang bekerjasama. Selain itu kerjasama
sama bisa dilakukan oleh semua negara tanpa
pengeculian berdasarkan kebutuhan dari
negara tersebut.?®

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana. Pasal 6 menyatakan: Permintaan
Bantuan ditolak jika:

a. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan atau pemidanaan
terhadap orang atas tindak pidana yang
dianggap sebagai:

1) tindak pidana politik, kecuali
pembunuhan atau percobaan
pembunuhan terhadap kepala

26Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum
Internasional, Keni Media Bandung. 2011. him. 115.
Z’Wahyudin  Ukun, Deportasi  Sebagai  Instrumen
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang
Keimigrasian. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004. him. 31.
28https://salamadian.com/  Kerjasama Internasional:
Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Diakses
04/10/2020 2:45.

. Permintaan
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negara/kepala pemerintahan, terorisme;
atau
2) tindak pidana berdasarkan hukum militer;

. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap orang atas
tindak pidana yang pelakunya telah
dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai
menjalani pemidanaan;

Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan atau pemidanaan
terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
Bantuan diajukan  untuk
menuntut atau mengadili orang karena
alasan suku, jenis kelamin, agama,
kewarganegaraan, atau pandangan politik;
Persetujuan pemberian  Bantuan atas
permintaan Bantuan  tersebut  akan
merugikan kedaulatan, keamanan,
kepentingan, dan hukum nasional;

Negara asing tidak dapat memberikan
jaminan bahwa hal vyang dimintakan
Bantuan tidak digunakan untuk penanganan
perkara yang dimintakan; atau

Negara asing tidak dapat memberikan
jaminan pengembalian barang bukti yang
diperoleh berdasarkan Bantuan apabila
diminta.

Pasal 7. Permintaan Bantuan dapat ditolak

jika:

a.

. Persetujuan

Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan atau pemidanaan
terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan
merupakan tindak pidana;

. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan atau pemidanaan
terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan
merupakan tindak pidana;

Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan atau pemidanaan
terhadap orang atas tindak pidana yang
terhadap orang tersebut diancam dengan
pidana mati; atau
pemberian
Bantuan

Bantuan atas

permintaan tersebut  akan
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merugikan suatu penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan di

Indonesia, membahayakan keselamatan

orang, atau membebani kekayaan negara.

Pasal 8. Sebelum menolak pemberian
Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan
persetujuan pemberian Bantuan dengan tata
cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk
dipenubhi.

Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan
bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak
lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi
kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim
termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau
dua negara sehingga dalam perkembangannya,
kemudian telah menimbulkan masalah konflik
yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan
internasional antarnegara yang berkepentingan
di dalam kasus tindak pidana tertentu yang
bersifat lintas batas teritorial. Masyarakat
internasional yang tergabung dalam wadah
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa
perkembangan tindak pidana lintas batas
antarnegara dalam upaya pencegahan dan
pemberantasannya terutama jika dalam tindak
pidana tersebut terlibat warga negara asing.?

Dalam hal ini terjadinya kejahatan itu
mungkin di wilayah negara lain atau di suatu
tempat di luar wilayah negara, seperti telah
dikemukakan di atas dan atas kejahatan
tersebut ada kepentingan nasional dari suatu
negara atau lebih vyang terkait dengan
kejahatan itu, misalnya kejahatan itu
menimbulkan korban di dalam wilayahnya atau
yang menjadi korban adalah warganegaranya
sendiri ataupun korban-korban lain yang pada
dasarnya merugikan negara yang bersangkutan,
negara itu tentu saja berkepentingan untuk
mengaturnya di dalam hukum atau peraturan
perundang-undangan pidana  nasionalnya,
menerapkannya terhadap si pelakunya serta
mengadili dan jika terbukti bersalah selanjutnya
adalah menghukum dan mengeksekusinya di
dalam wilayahnya sendiri.®

Dasar pertimbangan diberlakukannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2015 Tentang Pengesahan perjanjian
Bantuan timbal balik dalam masalah Pidana

2Romli  Atmasasmita, Pengantar Hukum  Pidana
Internasional, Refika Aditama, Cetakan, Pertama.
Bandung. 2000, him. 5.

30, Wayan Parthiana, Op.Cit. 2006, him. 31-30.

Antara Republik indonesia dan Republik Sosialis

Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistance In

Criminal Matters Between the Republic Of

Indonesia and The Socialist Republic of Viet

Nam), dinyatakan pada bagian “Menimbang”:

a. bahwa untuk mencapai tujuan Negara
Republik  Indonesia  yaitu  melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban  dunia yang  berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan  sosial, Pemerintah  Republik
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional melakukan hubungan dan
kerja sama internasional yang diwujudkan
dalam perjanjian internasional;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi terutama di bidang
transportasi, komunikasi dan informasi,
selain  mempunyai dampak positif juga
mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya
tindak pidana yang tidak lagi mengenal
batas yurisdiksi suatu negara, sehingga
penanggulangan dan pemberantasannya
memerlukan kerja sama antarnegara yang
efektif, baik bersifat bilateral maupun
multilateral;

c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama yang
erat dalam bidang penyidikan, penuntutan,
dan pemidanaan, termasuk penelusuran,
pemblokiran, penyitaan, atau perampasan
hasil dan sarana tindak pidana, Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Sosialis Viet Nam pada tanggal 27 Juni 2013
di Jakarta telah menandatangani Perjanjian
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Pengesahan Perjanjian
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidanaantara Republik Indonesia dan
Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
between the Republic of Indonesia and the
Socialist Republic of Viet Nam).

Pemberian bantuan timbal balik dalam
masalah pidana antara Republik Indonesia dan
Republik Sosialis Vietnam merupakan upaya
untuk meningkatkan kerja sama yang erat
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dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan, termasuk penelusuran,
pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil
dan sarana tindak pidana, melalui kerjasama
bilateral antara kedua negara.

Apabila terjadi penolakan bantuan timbal
balik dalam masalah pidana antara Republik
Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
sebagaimana telah diatur dalam perjanjian hal
ini tentunya didasarkan pada pertimbangan
diantaranya pelaksanaan permintaan dimaksud
akan mengganggu kedaulatan, keamanan,
ketertiban umum, atau kepentingan umum
atau tersangkanya telah dinyatakan tidak
bersalah atau diampuni serta permintaan
terkait dengan suatu penuntutan terhadap
seseorang atas tindak pidana yang telah
dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum
tetap.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pemberian bantuan timbal balik dalam
masalah  pidana  antara  Republik
Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
diantaranya pencarian dan
pengidentifikasian orang dan barang;
pemeriksaan  barang dan  lokasi,
penyampaian dokumen, termasuk
dokumen untuk mengupayakan
kehadiran orang; penyediaan informasi,
dokumen, catatan, dan barang bukti,
penyediaan dokumen asli atau salinan
resmi yang relevan, catatan, dan barang
bukti, penyediaan barang, termasuk

peminjaman barang bukti,
penggeledahan dan penyitaan,
pengambilan barang bukti dan

keterangan dan bantuan timbali balik
dalam masalah pidana lainnya.

2. Penolakan bantuan timbal balik dalam
masalah  pidana  antara  Republik
Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
dilakukan apabila menurut pandangan
Pihak Diminta, pelaksanaan permintaan
dimaksud akan mengganggu kedaulatan,
keamanan, ketertiban umum, atau
kepentingan umum dan permintaan
terkait dengan tindak pidana vyang
tersangkanya telah dinyatakan tidak
bersalah atau diampuni serta permintaan
terkait dengan suatu penuntutan
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terhadap seseorang atas tindak pidana
yang telah dijatuhi putusan yang
berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian bantuan timbal
balik dalam masalah pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietnam perlu memperhatikan adanya
pengecualian dalam perjanjian yang
perlu ditaati oleh masing-masing pihak,
karena Perjanjian ini tidak berlaku untuk
penangkapan atau penahanan orang
untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;
pemindahan terpidana untuk menjalani
hukuman; dan pemindahan proses
hukum dalam masalah pidana.

2. Pelaksanaan penolakan bantuan timbal
balik dalam masalah pidana antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietham perlu memperhatikan dengan
cermat dan teliti mengenai permintaan
terkait dengan penuntutan terhadap
seseorang atas tindak pidana dalam hal
orang tersebut sudah tidak dapat
dituntut lagi dengan alasan daluwarsa
apabila tindak pidana tersebut telah
dilakukan dalam yurisdiksi pihak diminta
dan permintaan terkait dengan suatu
tindak pidana yang hanya dapat dihukum
berdasarkan hukum militer atau suatu
tindak pidana yang bersifat politik.
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